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Kepada Yang Terhonnat,

Kerna Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia

Jalan Medan Merdeka BaratNomor 6-7

Jakarta Pusat

Penhal Perbaikan Permohonan Fengujian Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSial

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Nomor Perkara : 10/1P1.11.1-XIV/2016.
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ADNAN FURICHTA ICHSAN YL, S. H.

Indonesia

BupatiKabupaten Cowa

Ialan Mesjid Raya Nomor 30, Kelurahan Sungguminasa,

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi SUIawesi

Setotan.

Nama

WargaNegara

Pekeqaan

A1amat

H. MUH. ANZARZAINAL BATE, S. E,

Indonesia

KGtua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

KabupateiiGowa

Ialan Mesjid Raya No. 26, Somba Opu, Kabupaten Gowa,

SUIt, wesi Selatan

Pusat Bisnis Thamrin City Floor 7 Suite 725
,I. Thamrin Boulevard

Central Jakarta 10230 - Indonesia

P : +62 21 3199 0361 F :+62 21 3199 0362
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Untuk dan atas nama Feinerinta}Ian Daerah Kabupaten Gowa, Provinsi SUIawesi

Seratari, dalam hallni berdasarkan Surat Kuasa KhIISus benangga1 6 Oktober 2016 dan

SuratKuasa Khusus benangga117 November 2016 memberIkan kuasa kepada :

I. HENDRAYANA, S. H.

3. ANDllRWANDAISMl. INANDAR, S. H.

5. SUGENG SI. ^SILO, S, H. , M. H,

7. soFYAN SINTE, s. H.

KGsemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukuni Hendra Djati Saritoso (HDS)

Partnership, berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, 11.

Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

Baik sendiri-sendiri mallpun secara

Pemberi Kuasa, yang solarijutnya disebut sebagai

Dengan ini mengajukan Perlnohonan Pengujian Undang~Undang Nomor 24 Tabun

2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSial (BPJS) terhadap Undang-

Undang Dasar}\legara Republik Indonesia Tabun 1945.

2. MAFFINAWANG, S. H.

4. AMEFARIYANTO, S. H.

6. ARFIANSYAHPIJTRA, S. H.

8. MURSALINJALIL, S. H. , M. H.

Adapun materipermohonan PEMOHON akan diuraikan sebagai berikut:

11.

bersama-sama bertindak untok dan atas nama

KlE;WENANGANMAHKAl\IAHKONSTITIJSl

1.1. Bahwa Pasa1 24 ayat(2) Perubahan Keriga UUD 1945 menyatakan:"Kgkziasann

kehokimo}? dimkt!kan o16h sebuoh Mahkqmuh Agz!rig don badon peradilon yang

at bowohnyo dojom lingkt, rigon perudi{all urnum, lingkz!rigqyi perudilon

agqino, lingkwngon peradilon fold lisoha negqra, dan o18h sebz!oh Mahknmoh

Konsiiiwsi"

PEl\IOHON.

\
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1.2. Betdasarkan Pasa1 24C ay^I (1) UUD 1945 Jimcto Pasa1 10 ayat (1) buruf (a)

Undang-undang Nomor 24 Tabun 2003 tentang Malllcama}I Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2003 Nomor 98, Taniba}Ian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sobagaimana telali diuba}I

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tallun 2011tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun2003 tentangMahkamah Konstitusi(LembaranNegara

Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tomba}Ian Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226, SGIanjutnya disebut UU MK), salali satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah meIakukan pengujian undang~undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (salarijutnya

disebut UUD 1945). Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan,

"Mohkqmoh Kons/trust berwenang mengadili poda lingkotperiomo dan terakhir

yang PMiz, sarinyo bersjfb, flingI unit!k mengz!/7 31ndong-31ndong telhadqp

UndQng-Underrig DOSor, .....",

1.3 , Bahwa berdasarkan PasallO ayat(I) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tallun

2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2011

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tallun 2003 tentang

Mahkamah Konsitusi dan Pasa1 29 ayat(I) hunif a Undang-Undarig Nomor 48

Tahtin 2009 tentang KGkuasaan Kehakiman, MahkaTnah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir yang puttisannya bersifatfinal untok

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

1.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagailembaga palmduno konstitusi

(!he guardian of cons!nunon), dimana jika tordapat orldang-undang yang berisi

atau terbentuk beTientangan dengan Konstitusi (inconsii!unoi?do mala

Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan meinbatalkan KGberlakuan

undang-undang tersebutsecara menyeluruh atau pasal-pasaltertentu.

}
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1.5 . Ballwa sebagai penndung konstitusi, Mahkainali Konstitusijuga berhak

member11<an penalsiran terhadap sebuah ketentuail/pasal undang-undang agar

berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamali Konstitusi

terhadap konstitIISionalitas pasaltertentu suatu undang-undang meritpakan tafsir

sattI-satunya (the sole inter@181er of constitution) yang meminki kekuatari hukuin

mengikat, sehingga terhadap pasal-pasal yang meminki maima ambigu, tidak

jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamali

Konstitusi;

1.6. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pengujian ketentuan Pasa1 4

hanifg, Pasa114, dan Pasa116 ayat(I) Undang-Undang Nomor 24 Tallun 2011

tentang Badan Penyelenggaraari Jaminan SOSial(BPJS) karena PEMOHON

menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

1<1 Tahun 1945;

1.7, Ballwa berdasarkan hal-haltersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang

untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON tentang pengujian

Pusa1 4 huruf g, Pasa1 14, dan Pusa1 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSialterhadap Pasa118 ayat

(2), ayat (5), ayat (6), dan Pusa1 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

11. KEDl. IDUl<AN HUKUM (LEGAL

KONSTITUSIONALPEMOHON

2.1. Bahwa Undang-Undqng Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mallkamah Konstitusisebagaimanatelah dinbah dengan Undang-UndangNomor 8

Tabun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konsitusi, dalam ketentuan Pasa1 51 ayat(I) mengatur bahwa,

PEMOHON odd/ah pihok yang menganggap herfo, "kei-vendngan k0?13n!list0}70/12yo

atrugikon o181? bel. IQkz!Icyci undang-11ndttng, yrri!11.

-\

SI:, INDnVG) DAN 11AK
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o. Perorongon Wargo Negaru Indonesia mew'eloson UU, ' termasz!k kg!Qinpok

yang berkepeniingan).

b. Kesutz, on masyorokcit ht!kt!in ado! sepa?!I'd, Ig masih hidz!p don $8swqi dengo, I

perkembai?gore masyarako! dolt PIinsjp Negoro kesott, on Repttblik Indonesia

yongdiatt!r dolain undang-undong.

c. BQdan Hz!kum Publik o101, Swcista.

d, LembagoNegarcz

2.2. Bahwa SGIanjutny^, penjelasan Pusa1 51 ayat (1) UU No. 24 Taller, 2003 tentang

Malllcamah Konstitusisebagaimana telah diubali dengan Undang-Undang Nomor

8 Tabun 2011 tentang perubalian atas Undang-Undang Nomor 24 Tallun 2003

tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa'I}, cmg dimoksz, of dengan hak

kons!isfusiona/ addlah hQk-hok yang diatur dojom Undang-Undong DOSor

Repz{bfiklndonesia Tahun 1945. "

2.3. Bahwa setonjutnya tentang kerugian hak darnatau kewenangan konstitusional

sobagaimaiia dimaksud daiam Pasa1 51 ayat(I) Undang-undang Nomor 24 Tahun

2003 tentano Mahl;amah Konstitusi sebagaimana telah diubah dongan Undang-

Undang Nomor 8 Tabun 20/11entang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24

Tabun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Mahkamah seiak Putusan Nomor

0061PUU-1/1/2005 ha1. 16 benangga1 31 MeI 2005 dan Putusan Nomor 1/1PUU-

V/2007 beltangga1 20 September 2007 serta putusan-putusan SGIanjutnya

bornendirian ballwa kerugian hak darnatau kewenangan konstitusional harus

memenuhilima syarat, yaitu:

a. Adanya hak datata11 kewenangan Konstitusional PEMOHON yang

diberikan o1eh Undang-Undang Dasar 1945;

b. Hak dan/atau kewenanoan Konstitusionaltersebut o10h PEMOHON dianggap

dirugikan o1eh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

c. KGrugian hak darnatau kewenangan konstitusionaltersebut harus bersifat

spesifik (khusus) dan akinal atau setidak-tidalmya potensial yang menurut

penalaTan yang wajar dapat dipastikan akan tenadi;

\
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Adanya hubungan sebab akibat (cows@! verba?zd) antara keriigian hat'

darnatau kewenangan Konstitusional PEMOHON dan undang-undang yang

chinohonkan pengujian;

Adanya kernungkinan ballwa dengan dikabulkannya pennohonan, mata

kerugian hak darnatau kenigian Konstitusional seperti yang didanIkan

PEMOHON tidak akan atantidak lagite^jadi;

e.

\
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>

>
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>

>

>

>

>

I>^

>
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>

>
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>

>
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2.4. Berdasarkan ketentnan di atas, mala tordapat dua syarat yang barus dipenuhi runuk

menguji apakali PEMOHON meminkilegols!griding dalam perkara Pengujian

Undang-undang. Syarat pertaina adalah kualifikasi wituk berimdak sebagai

PEMOHON sobagaimanadioraikan daiamPasa151 ayat(I) UUMK. Syarat kedua

adalah hak dan/atau KGwenangan konstitusional PEMOHOT\Itersebut dinigikan

o16h berlakunya suatuUndang-Undang;

2.5. Bahwa PEMOHON dalam halini heriindak untuk dan atas nama Feinerintah

Kabupaten Gowa yang merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk

berdasarkan undang-undang yakiii Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959

Tentang Perilbentukan Daerah Tingkatll Di SUIawesi, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959, Nomor' 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822, jo. Peraturan Presiden Nomor 5 Tallui} 1960 Tentang

Feinbentukan Propinsi Administratif SUIawesi Utara, dan Propinsi Administratif

SUIawesi Setotan, tangga1 31 Maret 1960. Berdasarkan peraturan perilndang-

undangan tersebut, daerah Kabupaten Gowa adalah pengemban hak dan

kewajiban, merolliki kekayaan, dan dapat menggugat dan digugat di inuka

Fengadilan. SGIaiijutnya daiam ketentuan E^a. L^^:: Undang-

Undang NomoT 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KGdua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaeTa}I, mengatur ballwa ^^, 291g

Daeroh bel. hqk mewqkili dciei. ohn a di daiam don din, qr gn adjlan doll dq o1

menuniik kataso foilkum 11niuk mewakilin a sestioi den all ke!grill!on erundan

^^_;

.\
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2.6. Ballwa seialan dengan haltersebut pada point 2.2 di atas, Malll<amah KonstitusiI^. I

juga telah menegaskan dalam putusamya pada perkara Nomor 0701PUU-11/2004
ballwa Painerintah Daerah SUIawesi Selatan in cast, Gubemur Provinsi SUIawesi

SGIatan meminki kedudukan hukuin (!egol SIQnding) untok mengajukan

permohonanj'11diciolriviei-urerhadap UU No. 26 Tallun 2004 tentang Pembentukari

Provinsi SUIawesiBarat;

2.7. Bahwa hadkewenangan konstitusional PEMOHON yang dijamin o16h Pasa118

ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pusa1 34 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,

sebagaimana d:jabarkan dalam UU Nomor 23 Tallun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimaria telah diubah dengan UU No. 9 Tallun 2015 tentang

Peruba}Ian KGdua atas UU No. Nomor 23 Tabun 2014 tentang Feinerintahan

Daer^},, Pusa1 11 ayat (1), Pusa1 12 ayat (1) b, Pasa1 13 ayat (4), Pasa1 17 ayat (1)

dan Pasa1 298 ayat (1), dimana PEMOHON meinpunyai hadkewenangan

konstitusional tintuk mengurus Urusan Pemerintahari yang menjadi kewenangan

Daerah kabupaten/kota yang meliputi:

)

>

>

>

>

a. Urusan Pemerintahan yang 10kasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahanyang penggurianya daiam Daera}Ikabupaten/kata;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam

Daerah kabupaten/kota; dadatau

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sinnber dayanya Iebih efisien apabila

dilakul<an DIGh Daerah kabupaten/kota;

Bahwa daerah juga berhak monotapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya.

\

>

>

>

:>

I)

I>

I)

>

>

)

)

2.8. Bahwa hak/kewenangan PEMOHON menetapkan kebijakan Daerah untilk

menyelenggarakan Urusan Feinerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai

aspirasi masyarakat dan KGbutuhan daerah Kabupaten Gowa telah dirugikan dengan

berlakunya Pasa14 burufg, Pasa114, dan Pasa116 ayat(I) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSial, karena mengakibatkan

diabaikannya peran PEMOHON untuk mengatur serta meIaksanakan kewenangan

\
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penanganan di bidang SOSial dan kesehatan sena pelaksanaan kewajibari

pengembangan sistem jaminan SOSial yang menjadi urusan wajib dalam Tangka

pemenu}Ian hak dan pelayanan dasar warga negara meIalui pemberian pelayanari

KGsehatan gratis oreh peruerintah daerah sebagai salali sani bentuk implementasi

asas otonomi yang seluas-Iuasnya dan tugas pornbantuan. Perlu PEMOHON

tegaskan bahwa Peruerintah Daerah Kabupaten Gowa telah menyelenggarakan

Program Palayanan KGsehatari Gintis (YANKESTIS) seiak Tabun 2009 yang

ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) KabLIPaten Gowa

Nomor4 Tahun 2009 tentang PelayananKesehatan Gratis,
\
I

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

D

2.9. Bahwa perubebanan kewajiban merobayar iuran sebagaimaria chatur dalam Pusa119

ayat (3) UU BPJS menurut pandangan PEMOHO}. I in^rupal<an pengaturan yang

menutup itlang bagi PEMOHON inituk malaksanakan asas otonoiin yang seiuas-

masnya dan tugas perubantuan. Peruberian laininan layanan kesehatan gratis yang

terali dilaksanakan o16h PEMOHOl\I berdasarkan Perda No. 4 Tallun 2009

merupakan bentuk pelayanan yang tidak merobebani pendud11k Kabupaten Gowa

dengan pembayaran iuran. Dengan Perda tersebut, Pemda Gowa meinfasilitasi

pelayanan kesehatan penduduk Kabupaten Gowa tanpa dipungut pembayaran.

Bahwa dengan pemberlakuan Pasa1 4 huruf g, Pasa1 14, dan Pasa116 ayat (1) UU

BPJS telah mengabaikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan sena

potensi dan keanekaragaman daeTah daiam rangka penyelenggaraan Sistem Jaminan

SOSial Nasional yang instru dilaksanakan herlawanan dengan aspirasi, karakteristik,

dan kebutuhan DaerahKabupaten Gowa.

Bahwa adapun uralan Pasal~Pasalyang dimohonkan untuk diujimateri o10h Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai beTikrit :

?

>

>

I>

>

:)

>

Pasa1 4

BPJS menyelenggo, ,okan sis/grill'animon SOSial}?asionalberdosarkanprins;p.

g. kepese, .mint bers;1,111,111ib;

Seloi!minyo daioii? peru'81030n POS01 4 hurl!Ig djjeloskon bahwa yang dimaksud
dengon "prtns;!? kepese, ,loan bers;iai way'ib" oddldh PIins;p yqng menghariiskon
semivhpeltdt!of 31k mew'qdi Pesei. !a Joininan SOSiol, yong di!okscinokun secdra bermhc{!?

,\
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Pasa1 14

Satinp ora?Ig 18rmast, k orong qs^rig yang bekei:I'd poitng singk0! 6 (12nom) bt!!on di
Indonesia, whyib me"j"dipesert"progrtzmj'amiiiciit SOSi@I, '

Pasa1 16 ayat (1):
(1) Senc!p o10ng, seiai" Feinberi Kgci'a, Pekerj'0, dan penerima Bantu0?I 121raiz, yang

meme}211hi persyoroion kepesertoan dnlom program laininan SOSicil whyib
mendt!firrk, z" dirt"y" dan anggotci kernorganya $8bagoi Peser!o kepada BPJS,
resz, at dellganprogrom JaminQn SOSin!yang dirkz!Ii.

Berdasarkan danl-danltersebut di atas mala, BLIPati Gowa SGIaku Kepala Daerah

meminki KGdudukan Hukum (legol SIonding) dan memenuhi syaTat hukum untok

mengaj11kan permohonan Fengujian Pasa1 4 buruf g, Pasa114 dan Pasa116 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 24 Tallun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSial

(BPJS) ;

111. ALASAN-ALASAN' HliKtJM PERMOHONAN'ip'ET. ICUJIAN'TVIATlBRI MDATAN
PASAL, AYAT, DAN/ATAU BAGIAN. UNDANG-UNDA. NG NOMOR 24 TAHUN
2011 TENTANG BADAN PENY:IiLENGGARA-'JAMINAN SOSIAL YANG
BERTENTANGANDENGANIJNDANG-UNDAT. ICDASAR1945,

Ballwa Pasa1 4 burufg, Pusa114 dan Pasa116 ayat(I) Undang-undang Nomor 24 Tallun

2011tentang BPJS yang kami anggap beltentangan dengan ketentuan Pasa1 18 ayat (2),
ayat(5), ayat(6), dan, Pasa1 34 ayat(2) dan ayat(3) Undang Undang Dasar 1945 10. Pasal
11 ayat (1), Pasa1 12 ayat (1) huruf b, Pasa1 13 ayat (4), Pasa1 17 ayat (1) dan Pasa1 298

ayat(I) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 9 Tallun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, karena merugikan hak/kewenangan

konstitusionalPEMOHON herdasarkan fatta-fakta sobagaiberikut:

3.1. Ballwa PEMOHON yang mendapat amariah konstitusional untok meIaksanakan

urusan wailb yang menjadi KGwenangan pomerintah danrah kabupaten dalam hal

penanganan bidang kesehatan, penanggulangan masalah SOSial dalam wilayah
kabupaten/kota, penyelenggaraan pelayanan dasar Ianmya daiam wilayah Kabupaten

\
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Gowa yang diamariatkan o1eh peraturan perundang-undangan, dan kewajiban daerah

otonom antuk mengembangkan sistem jaminan SOSial yang setidaknya dapat diatL}r

dan diurus sendiri o1eh pemerinta}I daerah Kabupaten Gowa dalam rangka

pelaksanaan asas otonomi dan tugas perubantuan, yang seharusnya dapat ditetapkan

dongan Petaturan Daera}I sebagai baldkewenangan konsitusional PEMOHON,

ternyata ternh diabaikan o1eh KGtentuan Pasa1 4 huruf g, Pasa1 14 dan Pasa1 16 ayat

(1) Undarig-undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang BPJS, sohingga menimbulkan

kerugian baldkewenangan konstitusionalterhadap pelaksanaan urusan wajib yang

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dan tidal< dapat chialankan menurut

prinsip otonomi yang sellias-Iuasnya sebagaimana diamanahkan o1eh konstitusi.

Dengan diberlakukannya ketentuan pasal-pasal dan UU BPJS yang dimohonkan

peng^jiari, hadkewenarigan PEMOHON daiani meIaksanakan flingsi pengaturan,

dan penganggaran yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan SOSial benipa

Pelayanan KGsehatari Gratis di daerah tidak dapat djjalankan secara optimal

herdasarkan keragainan, KGkhususan, dan karatteristik sesuai kebutuhan dan aspirasi

warga negaraTndonesia (WNl) yang ada di daerah.

Walaupun berdasarkan Pasa118 ayat(6) UUD 1945 10. Pasa1298 ayat(I) Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerali, PEMOHOl\Itemyata

terap dibebanitanggung jawab untuk meinprioritaskan belanja daerahnya datam

mewlijudkan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, sena

mengeinbangkan Sistem Jaminan Pelayanan KGsehatan Gratis. Halini dapat

mengakibatkan kurang tenaminnya penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan

gratis sesuai aspirasi dan kebutuhan warga di daerah serta kurang tellaminnya

efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan daerah untuk penyelenggaraan

jaminan SOSial di bidang pelayanan kesehatan di daerah Rarena tidak adanya

kewenangan kontrol dan PEMOHOT*I dan karena semuanya hanya diselenggarakan

o16h BPJS sebagaimana telah ditentukan dalam Pasa1 14 dan Pasa1 16 ayat (1)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 20/11entang BPJS.

-\

10



)

>

)

>

>

-)

>

>

>

3.2. Ballwa ketentuan Pusa1 4 hmmf g, Pasa114 dan Pusa1 16 ayat (1) Undang~undang

Nomor 24 Tallun 2011 telahbertentangan dengan amarithPasa118 ayat(2), ayat(5)

dan ayat (6) serta Pusa1 34 ayat (2) dan ayat (3) unD 1945, 10. Pusa111 ayat (1),

Pusa112 ayat(I) hanifb dan Pasa1298 ayat(I) Undan^UndangNomor 23 Tabun

2014 karena kewenangan pemeTintali daerah, incoszi PEMOHON untok mengatur

dan mengurus sendiri urusari pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan khususnya di bidang kesehatan, tidak dapat djjalankan sebagaimana

mestinya karena penyelenggaraanjaminan SOSial, diselenggarakan hanya o1eh BPJS

yang telah dinentuk berdasarkari Undang-undangNomor 24 Tahun 2011;

-..

)

>

>

>

>

>

>

>

>

>

3.3. Bahwa ketentuan dalam Pasa1 4 hurtif g Undang-Undang Nomor 24 Tallun 2011

dimana semua orang wailb berpartisipasi secara benchap tidal dapat dipandang

sebagai hal yang dintusi o1eh sobualilembaga. 11aljin berdasarkan harmonisasi

dalarn pelaksanaan untuk urusan pemerintahari wailb pelayanan dasar sobagaimana

diatur dalam Undang-Undang NomoT 23 Tahun 2014 tentang Feinerintahan Daerah

dalam lampirarmyayang telah merubagimengenaipengurusariurusanwajib.

.^

I

>

>

I>

>

>

>

.>

>

>

>

>

>

>

>

~I

3.4 Bahwa bentuk represif pemerintah kernudian ditegaskan kernbali di dalam bunyi

peraturan pelaksananya yaitu Pasa1 6 ayat(I) Peraturan Presiden Nomor 111 Tabun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturari Presiden Nomor 12 Tallun 2013 tentang

Jaminan KGsehatari yang beThinlyi"KGpesertaan Jaminan KGsehatan bersifat wailb

dan berlaku untuk SGIuruh pendud11k Indonesia";

3.5. Bahwa maima yang terkandung di dalam peraturan pelaksana di atas meinpertegas

keadaan setiap orang yang waitb hukuinnya untilk menjadi anggota dan BPJS, hal

tersebut jika ditarik keinbali terhadap filosofi pemaknaan torhadap pemenuhan

sebuah hak iaiah hak tersebut tidak dapat diberikan kepada yang meinpullyai hak

jika tanpa adanya penerimaan o16h yang mornpunyai hak. Untuk itu, yang

dmainakan atas hak itu tidal<lab dengan sebuah pornaksaan secara wajib yang

dituangkan ke damm sebuah peratoran;

II



)

>

>

>

>

>

3.6. Ballwatidaklalidapat dipaksakanbaliwaselunih pendudukwajib hukuinnya menjadi

pesertajarninan SOSial. Haltersebut menjadi pembebanan terhadap selliruh penduduk
Indonesia Iebih ItIususnya inlab setiap orang, karena yang dmainakan peserta

jaminarisosialwailb untuk mengeluarkan IUTan sebagaitanda aimfkeanggotaan;

3.7. Ballwa unsur penekanan wajib tersebut tidak dapat diterapkan menyeluru}I kepada

semua orang, apalagi disertai dengan iuran. Artinya IUTan yang dikenakan o16h
tombagapenyediajaintnan SOSialbukan sesuat11yang wajib dikarenakan datam Pasal
18A ayat (2) yang berbunyi"Hubungari keuarigan, pelayanan Timorn, peruanfaatan

sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pomerintah pusat dan pemerintah
daerah diatur dan dilaksanakarisecara adjl dan SGIaras berdasarkan undang-undang .

Bahwa dapat dimakiiai dalam kanmat tersebut hubungan keuangari yang dimiliki
setiap daerah sebenarTiya mendorong agar adanya kernainpnan dan daera}I secara
adjl dan salaras mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuknya yaitu mengenai

bentok perhatian Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa untilk menanggung beban
biayamengenaijaininankesehatan didaerahnya;

\
I

>

>

>

>

>

>

I)

I>

>

>

I>

>

I)
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3.8. Bahwa bentuk tersebut ialah pengamalan dan pengakuan torhadap pemerintahan

daetali yang o16h karenanya meIalui asas otonomi dan tugas pelnbantuan dapat
malal<sanakan pelayanan terhadap danralmya;

3.9. Bahwa kewenan an PEMOHON seba at KG ala Feinerintahan Daerah Kabu aten

Gowa untuk men'ajarikan otonorhi SGIuas-Iuasn a sesuai amanali Konstitusi Pasal

18 a at 2

ela arian keblituhan dasaTAcesehatan KG ada

sehartisn a teta bisa berlan sun den an memberIkan kelelriasaan untuk men elola

dan meIaksanakan Pela anan KGsehatan Gratis seba aimana terah diatur dan

a at

dilaksanakan o1eh PEMOHON se'ak Tabun 2009 berdasarkan Perda Kabu aten

Gowa Nomor 4 Tahun 2009 tentan Pela arian KGsehatan Gratis YANKESTIS

J

dan a at 6

Pelaksanaan Pelayanan KGsehatan Gratis di Kabupaten Gowa tidak meinb^:bani
masyarakat dengari perub^, aran mran sebab seiuruh perubiayaan pelayanan

?

>

\

UUDR11945 khususn a dalam elaksanaan

enduduk Kabu aten Gowa

12
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kesehatan ditanggung DIGh Pemerintah Kabupaten dengan SIStem "redemption"

tiebusan) kepada Puskesmas dan ianngarmya, tennasuk Runiah Bersalin serta

pelayanan kesehatan rujukan di Ruina}I Sakit. Sedangkan dengan sistem BPJS

sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tallun 2011 besena peraturan perundang-

undarigan pelaksanaamya, PEMOHON hams mengeluarkan dana yang Iebih besar

tintuk meinbayar jaran bagi masyarakat I penduduk Kabupaten Gowa yang tidal

ternias11k kategori Penerima Bantuan IUTan (PBl) tetapi dapat dikategorikan sebagai

masyarakat tidalofkurang marnpu untok meinbayar IUTan BPJS yang sebelumnya

meinperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis dan Feinerintah Daerah ;

~

)

)

I

\

>

)

>

I

3.10. Bahwa sudut pandang dan penyelenggara negara terhadap setiap orang wailb,

haruslah dikaji secara mendalam. Mengingat unsur setiap orang di dalam undang-

undang in cast! meminkipandanganyang bersifatmemaksa dikarenakan sistem yang

berlaku. Dalain pembukaan aimea ke- TV terdapat frasa wituk rosinajukan

kesejahteraan urnum, sehubungan dengan haltersebut adanya Undang-Undang in

cost!sangatlahjauh kitanya KGpadamemajukan kesejahteraan urnum (we!IQre);
I)

\
.,

)

)

>

>

)

)

3.11. Bahwa pencantuman setiap orang di dalam Pasa1 14 dan Pasa1 16 menurut

pandangan PEMOHON sangat memberIkaribebankepadamasyarakat. Adanya frasa

"setiap orang" dan kata "wailb" meinbuat pandarigan buruk dan masyarakat,

Seyogyanya dalam Pusa1 28H ayat (1) yang berbunyi "Sendp orang be"hok hid, ,p

st;IQh!era Inhir dan bQiin, ber!empa! linggol, dan mendopotka}? lingkz!rigan hid"p

yang baik doll sehat seno berhok meinpero/eh peloyono?I kgseha/o71", Dikatakan di

dalam pasal tersebut setiap orang ialah hakiiya untok mendapat salah satunya

pelayanan keschatan;
-\

I

>

}

-.

I

J

>

>

:)

I>

3.12. bahwa Pasa1 28 H UUD 1945 telah seialan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, SOSial dan

Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tah11n 2006 yang

meinpertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (duty bedrer)

unt11k dapat dapat memenuhi kebutuhan minimalhak-hak ekosob. Yaitu kernampuan

\
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negara menyediakan prasarana dan kealitian yang minimal daiam fasilitas
penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, permnahari dan PSKerjaan yang

baik dimeminigkinkan bagi satinp illdividu masyarakat disatu wilayah negara

tingkatpusat mallpun didaerah-daerahuntuk dihup minimal dengan layak;

3.13. bahwa terdapat beberapa prinsip konseptual negara yang harus diterapkan dalam
pelaksanaan ekosob yang antara lain adalah: kewajiban negara untok menghargai,
menndungi dan memenuhi; kewajiban negara untuk mengambillangkah-langkah
konkrit dengan segala cara tennasuk kebtiakan mengadopsilegislasi; kewajiban
negara untok mencapai keseja}Iteraan secara progresif dengan menggunakan secara
matsimaldan sumber dayayang ada;

3.14. Bahwa penerapan un BPJS ditegaskan kernbali datam peratoran pelaksana. Hal
tersebut dapat dinhatpadaPasa1 9 Peraturan PresidenNomor 86 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administr'atif KGpada Pemberi Keria Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orarig, SGIain Feinberi Keria, Pekejjan, Dan
Penerima Bantuan IUTan Dalam Penyelenggaraan Jaminan SOSial;

3.15. Bahwa pada isi dalam pasal peraturan pelaksana di atas dijelaskan mengenai subjek
hukum yang tidak menjadi anggota BPJS akan dikenakaiisai, 1<SI yang bathubungan
dengan pelayanan publik, Haltersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang diatur
o1e}I Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur mengenai hak damm
berkehidupan;

3.16. Ballwa partisipasi masyarakat inituk menjadi anggota atan tidak ialah suatu
Kobebasan dan balmya untilk menentukan pitthan. Halini dalam postsi negara

sebagai organisasitertinggitidak dapat meinaksakan kehendakriya meIalui sebuah
peraturan perudnang-undangarisemata. Apa yang dilakukan o16h Kabupaten Gowa
dalam memberIkan pelayanan kesehatan secara gratistentunya meminkimaksud dan
tujuan tenentu yang meinarig hal tersebut diharapkan dapat menjawab kondisi di
daera}mya;

\
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3.17. Ballwa di dalam Pasa1 9 Peraturan Peruerintah Nomor 86 Tabun 2013 tentang Tata

Cara Fengenaan Sanksi Administratif KGpada Pemberi Kenja Semin Penyelenggara

Negara Dan Setiap Orang, SGIain Feinberi Ke^ja, Pekel:ian, Dan Penerima Bantuan

Iuran DalainPenyelenggaraan Jaminan SOSialterdapat materjinuatanyarig mengatur

sanksiterhadap pelayanan publik yang menyentuh dengan pengurusan izin seperti

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), senifikat tanah,

paspor dan Surat Tanda Keridaraan Bermotor (STNK), hal tersebut menurut

PEMOHON sangatlah vital torhadap kebutuharimasyarakat. Materi inuatan tersebut

tentunya sangatlah tidal< sesuaijika dikaitkan dengan 1110sofi adanya pelayanan

gratisterhadap masyarakatyang diamanatkan o1ehperaturan perundang-undangan;

3.18. Ballwa kewajiban negara yang sudah dilaksanakan o1eh Pemohon sebagaimana telah

dfjelaskan dalain butiT 3.7 diatas, inaka sebagaiillustrasi Pemohon menguraikan

perbandingan besaran pembebanan anggaran untuk pembiyaan antara Pelayanan

KGsehatan Gratis dengan BPJS yang harus ditanggung o1eh Pemerintah Daerah Kab.

Gowa sebagaiberikut:

CAMBARANUMUMKEPESERTAANBiPJSKESEHATAN
PADADINASKESElii[ATANKABUPAT]E:N CowA

Jumlah Penduduk Tallun 2016

KGpesertaan Jaminan SOSial
FBI/laitesmas

PNS/TNT/POLRl

Pegawai Swasta
Peserta Mandiri

Bukan Pekerja (pensiunan, veteran)

Yang mornilikijaminan kesehatan chinar APBD
Dimtegrasikan melainidanaAPBD 11 danAPBD I

Total Ponduduk Kab. GowaYang Terdaftar ofBPJS 465,727 Jiwa
Penduduk yang belum adaJaminan KGsehatan adalah :
Jumlah Penduduk Gowa dikurang IumlahPesertayang Terdaftar di BPJS
(748,164 - 465,727 ) = 282,437 Jima.

748,164 11wa

\

221,974 Iiwa
42.274 Iiwa

26,717 11wa

32.572 Iiwa

13.190 11wa

336,727 Iiwa

129,000 Jiwa
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Gainbaran Feinbiayaan IntegrasiYang Sudah Terlaksana (TAIIAP PERTAMA)

Pembiayaan kesehatan untok penduduk yang dimtegrasikan Pemda Gowa pada
tabun2016= 129,000 Iiwax Rp. 23.000, - x 12 bln =Rp. 35,604,000.000, -
Sharing DanadariPemerintaProvinsi 40 % = Rp, 14.241.600,000, -

Feinerintah Kab. Gowa 60% = Rp, 21,362,400.000, -

Gainbaran Feinbiayaan sesudah lntegrasiTAHAP KEDl. IA
Pembiayaan KGsehatan untuk Penduduk Yang Dimtegrasikari Pemda Gowa pada
Tallusi2016 :

282,437 Jiwa x Rp. 23,000, - x 12 bulan = Rp, 77,962,548.000, -

Sharing dan Pemerintah Provinsi 40% = Rp. 3 1,185,019.200, -
Pomerintah Kabupaten Gowa 60% = Rp. 46.777,528,800, -

TOTALANGGAR!\. NUNTUK2TAHAPAT. 11NTEGRASl

I. 129.000 Iiwa x Rp. 23,000, - x 12 bln = Rp. 35,604,000.000, -
11,282,437 11wa x Rp. 23,000, - x 12 bulan = Rp. 77,962,548.000, -

TOTAL DANA = Rp. 133,556,612.000, -

Sharing dan Feinerintah Provinsi 40 % = Rp. 45,422,644.800, -
Feinerintah Kabupaten Gowa 60 % = Rp. 68,133.967.200, -

Sedangkan dengan system Pelayanan KGsehatan Gratis (YANKESTIS) berdasarkan
Perda No. 4 Tallun 2009 Feinda Gowa hanya mengalokasikan anggaran (redeinp!ion)
seperti digainbarkan sebagai berikut :

PENGAT. IGGARANPELAYANANKESEHATANPADAPUSKESMASDAN
JARl}. IGANNYA TAI{UN 2013 SId 2015

I

TAIIUN IUMLAHANGGA}<.!\N

\
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2013

2

PROVINSl

2014

2,215,344.000

3

1<. 1\BUPATEN

2015

PENGANGGARANPELAYANANKESEHATANPADARUMAHSAKIT
TAIltIN 2013 SId 2015

4.000.000,000

NO

811.739.035

TAHUN

ANGGARAN

4,017,489.432

799,361,240

inMLAHANGGARAN

3,324,083.035

PROVINSl

753,633.048

2013

2

4.799.361,240

2014

7,475,504.400

3

1<ABUPATEN

4,771.12.480

2015

9,321,728.000

TOTALANGGARANUNTUKRUMAHSAKITDANPUSKESMAS
DANJARINGANNYA

TAHUN2013 RF. 13,799,587,435, -
TAHIJN 2014 1<P. 17.406.677,925, -
TAHUN2015 RF. 17,406,834.781, -

TIDAK TERMAsuK BiAYA RumKAN KB RUMAH SAKiT Di LUAR
1<,\BUPATEN GowA (BiAYA}.!YA DiTANGGUNG OLEH PEMERiNTAH
PROVl}.!So

3.000.000,000

10,000,000.000

3,285,588.685

TOTAL

10.475.504,400

2,635,712.301

\

12.607.3 16,685

12,635,712.301
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3.19. Ballwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai amanali konstitusi

Feinerintali Daerali meinpunyaitugas dan wewenang menyelenggarakari urusan

pemerintahan wt^jib di bidang kesehatari dan SOSial kernasyarakatan sebagaimana

diatur dalam ketentuariPasa1 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasa1 12 ayat (1) buttifb, dan
Pusa1 298 ayat (1) UU No. 23 Tabun 2014 Tentang Feinerintahan Daerah

sebagaimana sudah diubah dengan UUN0.9 Tallun 2015 sebagaiberikut:
Pasa1 11

(1) Urnsorzpemerintohan konk"relz sebagoimano di makiud do!Qin Faso19 crya! (3)
yong mew'@di kewe, ,""811" Dagr"It teldiri o10s Urusnn Feinerintohan \byib
don Urnso, ? Feineriniohrrn pinhon,

(2) Unison Feinerin/d}ian 17,117b sebogoimano dimakst!dpodo oyoi (1) Ierdiri Qras
Urnsan Feinerin!Qhon yang berkoiiQn denga}I Feiny, mini DJ, SIIr dqn Urnson
Feinerintahanyanglidokberkoiion dengun Pelay@nan DOSar.

\
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>
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>

>
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>
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Pasa112

(1) Urusniz Pemeriniahon 1741'ib yang belkaiian dengQ?I Peloyonon Dasor
sebogoima?20 dimoks"of daiom Fasolll ayQi(2) menpz, ti "
a

b. kese/,"inn ;
c. dsl, --

... ... ,.. ,

Pasa1 298

(1) Below'o Doeroh dipriori/asknn WHIMk 1128ndonni 11/1/30n Pemerintohon 11'4i'ib
jerkai/ Pel@ya?Ian DOSnz, yang di/eiopkan'dengon SIundor pelayo}Ianyang

minimal,

Berdasarkari ketentuan di alas, jelas ballwa PEMOHON mendapat amariah

konstitusional untuk mengatur penyelenggaraan pelaksanaan urusan wajib yang

menjadi kewenangan pomerintah daerah Kabupaten daiam hal penanganan bidang

kesehatan dan penanggulangan masalah SOSiallainnya, !I^!^
dantidak diberi ruan o16h UU BPJS seba aimana ditentukan dalam Pasa14 huruf

Pusa114 dan Pasa116 a at I

Bahwa Sistem monopolistik yang dianut o1eh UU BPJS jelas-jelas meTugikan

haklkewenangan PEMOHON yang sudah meinbangun SIStem dan menialankan
program Pelayanan KGsehatan Gratis berdasarkan karatteristik dan kekhususan

sesuaikebutuhan dan aspirasiWargaNegara Indonesia (WNl) yang ada didaerah.

\

an dimohonkari Gn U Ian.
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Ballwa kenigian PEMOHON secarajelas dengan adanya UU BPJS mengakibatkan

pembebanan anggaran sebagaimanatelah disampaikan dalam bagan pada point 3.16

dimana PEMOHON mengeluarkan anggaran dalampelayanan kesehatanpadatahun

2016 diluar sharing dan anggarari Pemerintah Daerah Propinsi SUIawesi SGIatan

sebesar Rp. 21.362.400,000, - (dua puluh satu innyar tiga ratus enam puluh duajuta

Ginpat rams ribu rupiah) dan SGIanjutnya pada tallap kedua sebesaT Rp.

68,133.967,200, - (chain pulu}I delapan seratus tiga puluh tiga juta sembilan rams

enam puluhtujuh duaratusrupiah).

-\
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>
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Bahwa pengeluaran anggaran tersebut sangat jauh berbeda dengan keb^akan

PEMOHON SGIakTIPemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

terhadap masyarakat kabupatena Gowa meIaluisistem Pelayanan KGsehatan Gratis

(YANKESTIS) berdasarkan PerdaN0. 4 Tallun 2009 yang dimana pada tabun 2015

mengalokasikan anggaran diluar sharing dan anggaran Feinerintah Daerah Propinsi

Sumwesi SGIatan sebesar Rp. 753,633,048, -( tujuh Talus juta Iima puluh tiga juta

enam rams tiga uluh tiga ribu Ginpat puluh delapan itIPiah) untuk puskemas dan

ianngarmya serta anggaran sebesar Rp. 2.635,712,301, - (dua in11yar enam ratus tiga

puluh Iima juta tujuh ratus dua belas ribu 11ga Taros satu rupiah) untuk ruinah sakit

dalamwilayahkabupaten Gowa.

Bahwa adanya kebfjakan PEMOHON beitIPa Pelayanan Kesehatan Grans

(YANKESTIS) dengan keb^akan program BPJS secara substansi meminkitujuan

yang sama yaitu memberIkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Rhususnya

masyarakat kabupaten Gowa, namun pelaksanaan program BPJS tersebut 16bih

banyak mengeluarkan alokasi anggaran yang dapat menyebabkan potensi kerugian

benipa tidak telpenuhinya alokasi anggaran untuk program-program penTerintah

daerah kabupaten gowa lainnya sehingga nienghambat proses kernajuan daerah itu

sendiri. Dengan demikian adanya pembebanan anggaran sangatlah bertentangan

dengan semangat pemerintah Republik Indonesia dalam meIaksanakan efisiensi

anggaran terhadap penyelenggaraan peruerintahan daerah
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3.20. Ballwa terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fungsi

pelayanan dasar di bidang kesehatan, PEMOHON mengutip pandangan Mahkama}I

yang termuat dalam putinsan Perkara Nomor 00711Pl. IU-1/1/2005, ha!aman 263 SId

265 56bagai berikut :

Meritmbong, kendo!i Mahkomah bel:pendoprr! bahnJa, sepal!/'orig merryungkz, !
sisiem yang dipi!ih, UU SISN reloh memenzihi keten!Mori PQsa1 34 aya! (2) UUD
1945, Mahk@inoh mosth perm meinperlimbangkon 16bih 10/1/'11t myakah undQng-
undong a quo teloh repo! dojom mengimplemen!OSiko, , pengertian "Negora"
daiam Faso134 0yoi(2) UUD 1945. rerhadappertonyonn Iersebt{I, Mahkomah
okonmempertimbo?Igk@n $8bogqi bel'Ikz!I: ...,,............,........

. bohwa, menur"t UUD 1945, kekua. sadnpemeri"fahai? negora dilaksanakon o18h
Feinerinioh (Pusot) don FeineriniohQn Doerah, sehinggo podo Feineriniohoiz

sebagaimoiz@ dintur ferniamo damm Pas@I 18 cryoi (2) UUD 1945 yang
berbunyi, "Pemerin/aho}z of derahprovinsi, doeroh kabz!pale}I, don koia mengo!Mr
dan meng, Irus sendiri unison pemei'infoho}? menz{11/1 asas o10nomi don Ingos
pembantz!an", semen!ara podo oy0/ (5)-nyo diiegos. koi? 60hw0 o10no"it yang
dimaksz!d adalqh o10noi??i yQno sellins-h{o311ya kecuali 1/1't!. 90/7 pemei'intohull
yang o1eh underrig-undo}Ig of iteniaiko, ? sebogaiz!rusa}? Peme, ,infoh Pusai,

321. Ballwa pemerintah daerah s6harusnya tetap diberikan ruang g6rak untuk dapat

menialantan peramiya sebagai bagian dan penyelenggara kekuasaan Negara untuk

mengembangkan sistem jaminan SOSial khususnya jaminan pelayanan KGsehatan

secara dmainis dan kreatifsesuai kebutuhan, potensi dan ciri khas daera}mya. Hallni

SI^iaian dengan pendapat Mahkamah sebagaimana termang dalam Putusan Nomor

0071PUU-1/1/2005 baiaman 266-267 sebagai berikut

"bahwa pengembangan sistem jaminan SOSiul ado!Qh bogion dQripeloksoiioan
flingsi pelnyonan SOSial negara yang kewe}?origon unit, k menyelengg"r, okonnyo
berodQ ditangan pemegQng kekz, OSaan pemerin!ahon negora, di mona kei-uay7ban
pelciksaiioan sirien?I'dmind, z SOSio! toysebi!I, sestiai dengon Faso1 18 uyui (5) UUD
1945 sebogoimono d!laborkon 18hih 1011/3/1 dojoin UU Feindo kh"Jusnyo POS01 22

Daeroh pun me!ekotp"!afarngsipe/dyernon SOSio! chinoksz!d. Den o71 demikion
Feineriniahoiz Doerah 'u a meminki weMienon

dimqkst!of Hczl iru sebczgai konsekttensilogis dart dialzz, mya 410r"it o107iomi,
MMO meloksonqkon

hurt!Ih, balkon hall a men'adj kewei!a}? an Perileri"loft PI!sol leia i do o1
men'adj kewe?Ian on Feineri}?fahcin Doei. ah inaka UU SISN lidqk boleh menuiw
Gluon Feinerin!aho}I Dagroh 11n!11k ik"! '" d men embon kan sistern 'aminan

SOSi@I ",

11n SI

\
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3.22. Ballwa prakarsa dan prograrri Pelayanan KGsehatan Gratis yang telah dilaksanakan

o1eh PEMOHOT\isejalan dengan pendapat Mallkamalibahwa pengemban an sistem

jaminan SOSial adalali bagian dan pelaksanaari hagsi pelayanan SOSial negara yang
kewenangan untuk menyelenggarakarinya berada ditangan pemegang kekuasaan
pemerintahan negara, di mana kewajiban pelaksanaan sistemjaTninan SOSialtersebut,

sesuai dengan Pasa118 ayat (5) UUD 1945 bukan hanya menjadi kewenangan
Feinerintah Pusattetapi dapatjuga menjadikewenangan Pemerii}taban Daerah inaka

o1eh karena itu peluang Pemerintah Daerali untuk mengembangkan sistem jaminan
SOSial dan jaminan pelayanan kesehatan tidak boleh ditutup dengan benchunya
Undang-undang BPJS.

3.23. Bahwa pada hakekatnya apa yang dilaksanakan o1eh Feinerintah Kabupaten Gowa
adalalisesuai dengan apa yang diamariatkan dengari yang termang daiam Pasa1 34

ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang belbunyi "Negura mengembangkQn
sistem I'gininon SOSiql bogi sell!rz, h rob, o1 dan memberdayqkan ina$yardko! yang.

18mah doll lidok mainpt{ sesucii dengcii? in o1.1aboi kernanz!siQan ", dan ayat (3) yang
berbunyi "Negaro bel. Iai?ggt!rigidwob o10spe, !yedioonfisiliiospelayuno}I kesehoian
dq}21dsiliiaspelayon Mint{in ",

3.24. Bahwa apa yang diatur o1eh Pasa1 4 huruf g, Pasa1 14, dan Pasa1 16 khususnya

terhadap pemakiiaan di dalam pasal terseblit menurut PEMOHOi\I sangat
bertentangan dongan Pasa1 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,

karena dalam pasaltersebut menekankan kewt^jiban Ierhadap SGIuruh penduduk

dalam balmi setiap orang me-wailbkan mengiktiti program jaminan SOSialtetapi
dengan adanya mranyang harus dibayarkan;

3.25. Ballwa panggalan kalimat yang terdapat di dalam Pasa1 34 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 yaitu "Negoi'a mengembongkqn stolemjominon SOSial", PEMOHON

meIalui program Pelayanan KGsehatan Gratis meTripakan pemalmaan terhadap
penggalan kanmattersebut. 01eh karena itu, tidak seialan apabila di kernudian han

terdapat perubayaran mran yang bersifat wailb yang dibebankan kepada setiap orang

.\
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dan apabila tidak meinbayar mran tersebut inaka yang belsangkutan tidal akan

mendapatkan fasnitas pelayanan kesehatanmaupun pelayananpublik;

3.26. Ballwa terhadap penanggularigan setiap orang untilk mendapatkan fasilitas

petayarian kesehatan dan pelayanan SOSial bukan merupakan beban yang berat
terhadap Feinerintah, karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah
itu sendirihadir untuk melayanimasyarakat;

3.27. Bahwa di dalam Undang~Undang Dasar masyarakat itu hakmeinpunyai

mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana tenulis dalam Pasa1 28H ayat (1),

dongan demikian setiap orang SGIain meinpunyai hak mendapatlcan pelayanari
kesehatan meinpunyai hak juga untuk menentukan sendiri mengenai pelayanari
kesehatan yang dipakai;
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3.28. Ballwa dengan hadimya Undang-Undang BPJS terlebih pada Pasa1 4 burufg, Pusal

14 dan Pasa116 yang menekankan setiap orang WEIjib menjadi pesertajaminan SOSial

yang dibebankan o16h adanya IUTan yang barus dibayarkan setiap bulannya tentunya
menjadi bertentangan dengan semangat yang terkanduno baik di dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 inaupun batang tubuh;

3.29. Bahwa penulisan subjek ITUkurn yang terdapat di damm Pasa1 4 huruf g, Pasa1 14,

dan Pusa116 dalam Undang-Undang BPJS menurut PEMOHOi*ItIdak meinpunyai

Repastian, kernanfaatan, dan keadilan. SGIain haltersebut diikutinya o16h perkataan

wajib yang menurut Teleriik Peraturan Perundang-undaiigan pemakaian kata wajib
Ialah meinpunyai konsekuensijika haltersebut lidak dilaksanakan atau dipenuhi

akan mendapatkan sanksi. Tetapi di dalam Undang-Undang BPJS yang mengatur

mengenaisanksijika tidal< mengikutisebagai peserta hanyalah kepada subjek hukum

salain setiap orang, walaupun demikian tetapi pemberlakuan iuran diwajibkan
kepada semua subjek hukum;

\
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3.30. Ballwa pemberlakuan pasalin cosz!terhadap Undang-Undang BPJS seba aimana

disebutkan di atas telah bertentangan dengan Feinbukaan dan Batang Tubuh

Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam halini PEMOHON sudan meinpunyai

program meIalui pelayanan kesehatan gratis yang biayanya ditariggung o1eh

Feinerintah Kabupaten Gowa yang tidal lain meinpunyai tinuan untok
mensejahterakarisetiap orang yang tinggaldiKabupaten Gowa;

3.31. Bahwa sebagai nunud komitmen dan itikad balk untuk bemoran sena, be rakarsa

dan berupaya untuk menumbuhkan kernandirian dalam penyelenggaraan jaminan
SOSialinelalui Pelayanan KGsehatan Gratis di daerah, inaka PEMOHON telali

malaksanakamya dengan mengalokasikan anggaran yang cukup (sebagaimana
digambarkan pada poin 3.4 perrnohonan PEMOHON) serta tidalc mombebani
pendud11k Kabupaten Gowa dengan pornbayaran iuran. Bukankah Mahkamah

Konstitusi dalam Putusannya pada perkara No. 0071PUU-1/1/2005 tersebutjuga telah
memberipenafsiran'terhadap ketentuan Pasa1 5 ayat(I) UU SJSN Nomor 40 Tahun

2004 yang noia beMe menjadidasar pembentukan UU BPJS dengan menyatakan :
"018h koi. end iru, POS01 5 ayoi (1) UU SISN I?in, IIS diiqi3. irko}I bohwa ke/griman

181.3ebtt/ qdoloh dimaksz{dko}? amiz{k pen?berinka}? badQn peltyelenggora tingko/
ridsionalycing bel, udo dipiisai, .redon kon unit!k ei, ?berill{kan badon err 8/8n
Qini}Ich? SOSial !in kdi doeroh of a ai dibeniz!k del? o17 ei'a!Mron drierah 'den an

memenz!hi ke/grill!an tenion sis!em dininon SOSiti1,7usiono! seba aimai?a of joinr

Bahwa apabila permohonan PEMOHON dikabulkan, inaka dengan sendirinya
penduduk kabupaten Gowa khususnya dan Penduduk Indonesia pada urnumnya
tidal< akan Ierbebanilagi donga kewajibari meinbayar mran, sekaligus beban
anggaran pemerintah daerah menjadi berkurang tidak terbebani dan dapat
dialokasikan untuk progam pembangunan lainnya.

Berdasarkan keseluruhan utaian dan danl permohonan PEMOHON di atas, inaka jelas

bahwa ketentuan Pasa1 4 bunif g, Pasa1 14 dan Pasa1 16 ayat (1) UU BPJS hertentangan

dengan UUD 1945 sepanjang frasa "wajib mendaftarkan din" dan "wajib menjadi
peserta" hanya ditujukan untuk KGpesertaan pada BPJS yang dibentuk berdasarkan UU
Nomor 24 Tahun 2011,

dojomUUSJSN",. aro IQ 8/10/'10 ha1.268
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016h karena itu, beralasan hukunijika PEMOHON memohon kepada Main<amall untok

menyatakan Pas^I 4 buruf g, Pasa114 dan Pasa116 ayat(1) 00 Nomor 24 Tabun 2011

bertentangan dongan UUD 1945 dan dinyatakan tidal berlaku sepanjang tidal< dimalmai

"kewajiban menjadi peserta program jaminan SOSial bagi sellap orang, SGIain pemberi

keria, pekei:ja, dan Penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan

dalam program Jaminan SOSial wajib mendaftarkan dirtnya dan anggota ke}uarganya

kepada BPJS sepanjang belum mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan gratis yang

diselenggarakan o1eh pemerintah daeralikabupaten/kota di tempattinggalnya".

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas,

PEMOHON memohon dengan segala hormat kepada Maielis Hakim Konstitusi, dengan

segala keb^alrsanaan dan kearifannya, kitanya beTkenan untok pemeriksaan perkara ini dan

menjatuhkanputusan sebagaiberikut:
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TV. PETITUM

Ballwa dan SGIuruh danl-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-buktiterlampir, dengan ini

PEMOHON mobon kepada Yang Mulia Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya

betkenan menjatuhkan putusan dengan amarsebagaiberikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untok SGIuruhnya;

2. Menyatakan Pasa1 4 huruf g, Pasa114 dan Pasa116 ayat (I) UU Nomor 24 TallerI
2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan SOSial(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 1/6) seiauh frasa "kepesertaan bersifat wajib",
"wajib menjadi peserta" dan "wailb mendaftarkan dinnya" hertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
meinpunyai kekuatan hukum mengikat denoan segala akibat hukumnya

sepanjano tidak dimaknai bahwa " kewq/ibon melti'adjpesertoprogrom/'aminoi?
SOS!'o1 bogi seti'rip orong, seioin pemberi' keiy'0, peke}:/'a, doll Penerimo Bontt!on
11/10n yoreg memenzih!' per^yoroton kepesertaan daiom program Jaminan SOSiol
way7b mendq/jarkon din'nyo don origgoto ken!orgonyo kgpodo BPJS sepal!/'orig
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Z. Memerintahkan
pemuatan putusan jin daiam Berlin Negara Republik Indonesiasebagaimariamestinya
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